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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Struktur Dan Organisasi 

 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Dinas 

ini memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah 

dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 

1. Tugas Pokok Dinas Perindustrian & Perdagangan 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 95 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Tugas Pokok 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang 

Perindustrian dan Bidang Perdagangan. 

2. Fungsi Dinas  

a. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;  

b. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan 

pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan;  
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c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;  

d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi  

Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera,mandiri,berbudaya 

dan terintegrasikanya sistem e-government menuju Smart Regency pada 

tahun 2021 

b. Misi 

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahsn yg baik melalui 

peningkatan kualitas birokrasi yg responsif dan penerapan govt yg 

terintegrasi dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat 

2) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yg berkualitas 

dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat 

3) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,aksesbilitas 

dan peningkatan ekonomi rakyat serta penanggulangan masalah 

kemiskinan 

4) Memantapkan & meningkatkan kualitas pengelolahan, sumber 

daya alam, lingkungan hidup dan kenyamanan 

4. Sekretariat  
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Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan 

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.  

Terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

5. Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan 

dan pengendalian industri. 

Terdiri atas 3 (tiga) Seksi: 

a. Seksi Pengembangan Produksi Industri 

b. Seksi Pengembangan Usaha Industri 

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri 

6. Bidang Usaha Perdagangan 

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan 

pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan.  

Terdiri atas 3 (tiga) Seksi: 

a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 

b. Seksi Distribusi dan Pemasaran 

c. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan 
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7. Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional 

Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan perdagangan 

tradisional, pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan tradisional, 

serta pengelolaan retribusi perdagangan tradisional. 

Terdiri atas 3 (tiga) Seksi: 

a. Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional 

c. Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional 

8. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional  

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, penataan, 

dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima. 

Terdiri atas 3 (tiga) Seksi: 

a. Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional 

b. Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional 

c. Seksi Penataan Perdagangan Tradisional 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 

 

Sumber : http.//perindag.slemankab.go.id 
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B. Pengawasan Perizinan Izin Toko Modern Di Kabupaten Sleman 

Dasar hukum perizinan terhadap toko modern serta pengaturannya 

di Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Sleman pernah 

mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko 

Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui menjadi Perda 

No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern. Tujuan dari Pemerintah mmengeluarkan Perda tersebut adalah 

salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan 

dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan 

dan toko modern.54 Landasan hukum pemerintah mengeluarkan Perda 

tersebut adalah Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan 

toko modern diterbitkan oleh Bupati. Selain itu juga Perda tersebut 

dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha pusat 

perbelanjaan dan izin usaha toko modern, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Upaya ini 

dilakukan karena telah banyak toko-toko modern yang beroperasi di 

Kabupaten Sleman dan telah menjadi pesaing bagi usaha toko-toko 

tradisional yang pelakunya adalah masyarakat setempat.  

                                                           
54Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern 
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 Hal tersebut sesuai yang disampaikan Ibu Yantini S.Sos.,MPA selaku 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman 

mengemukakan :55 

  “Saat ini memang sudah ada 198 unit toko modern yang beroperasi di 

kabupaten Sleman, yang paling terbanyak  itu di daerah Kecamatan Depok dan 

terbanyak itu Alfamart dan Indomart dari data akhir tahun 2017  sampai 2018 

toko modern di Kabupaten Sleman ada sekitar 203 namun untuk tahun 2018 

sudah terdapat toko modern yang diberi SK penutupan ada 5 toko modern yang 

melakukan pelanggaran, jadi yang tadinya 203 unit sekarang menjadi 198 unit 

toko modern yang beroperasi.” 

 

  

                                                           
55Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman, 

Ibu Yantini S.Sos.,MPA 
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Gambar 4.2 

Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman yang Telah Berdiri dan 

Dalam Proses Penataan Tahun 2018 

 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 
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Gambar 4.3 

Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman yang Telah Berdiri dan 

Dalam Proses Penataan Tahun 2018 

 
 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 
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Dalam memberikan izin Pemerintah Kabupaten Sleman 

mewajibkan kepada pelaku usaha toko-toko modern, sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 

Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 

Yang menegaskan bahwa setiap pemilik izin usaha berhak:56 

a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki; 

b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. 

 

  Dengan melihat banyaknya jumlah toko modern di Kabupaten 

Sleman, maka kebijakan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan 

Toko Modern adalah untuk mengawasi toko modern tersebut dalam 

beroperasi. Karena selain memberikan ini PERDA tersebut juga bertujuan 

untuk mengawasi toko modern karena masih ada toko tradisional yang di 

kembangkan oleh masarakat setempat. Tujuan tersebut tertuang dalam 

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang berbunyi 

sebagai berikut:57 

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah: 

a. mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern; 

                                                           
56Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan 
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 

57Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern 
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b. mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan 

toko modern dengan UMKM; 

c. mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko modern 

dengan pasar tradisional; 

d. memberdayakan potensi ekonomi lokal; 

e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selanjutnya Pasal 4 menegaskan bahwa Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern 

dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).58  

 Daerah Kabupaten Sleman  memiliki batas kuota maksimal toko modern 

yang berjejaring sebanyak 205. Dari data diatas kabupaten Sleman sudah 

mencapai batas maksimal kuota yang sudah ditentukan, kemudian berdasarkan 

hasil wawancara dengan ibu Yantini S.Sos.,MPA mengemukakan: 

  

“Untuk mengawasi usaha toko-toko modern yang berjejaring seperti alfamart dan 

indomaret Pemerintah melakukannya juga dengan cara dibatasi atau dikendalikan, 

sedangkan untuk toko tradisional memang menjadi tugas kita untuk mendorong 

dan mengembangkannya karena kehadiran toko-toko modern maka toko-toko 

tradisional akan tersaingi. 

 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap 

toko-toko modern salah satu tujuannya juga untuk melindungi keberadaan toko-

toko tradisional yang masih beroperasi. Agar mudah di awasi oleh Pemerintah 

Kabupaten Sleman, berdasarkan pernyataan ibu Yantini S.Sos.,MPA 

mengemukakan: 

                                                           
58Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat 
Perbelanjaan Dan Toko Modern 
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 “Sebelum memberikan izin pemerintah juga melihat lokasi atau layout 

sehingga toko ritel modern yang ada di Kabupaten Sleman bisa tertata dengan 

baik dan tidak mennganggu keberadaan toko tradisional. Selain itu juga 

Pemerintah juga melakukan pendataan dan pembinaan terhadap toko ritel modern 

agar mudah di awasi”.59  

Untuk meningkatkan tingkat pengawasan agar tidak terjadi 

pelanggaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 

2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern juga 

mengatur terkait sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan bahwa, Sanksi 

administrasi dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau 

telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), antara lain:60 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan sementara izin; 

c. pencabutan izin; 

d. penyegelan 

e. penutupan sementara; 

f. penutupan tempat usaha. 

 Demi kepentingan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan 

terhadap toko-toko modern, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yantini 

S.Sos.,MPA mengemukakan bahwa  

                                                           
59Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman, 
Ibu Yantini S.Sos.,MPA 

60Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan 
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 
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 “Untuk Alfamart dan Indomart yang termasuk toko modern sejenis 

minimarket, harus berjarak paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar 

tradisional. Selain itu juga aspek kemitraan dengan UMKM dan aspek 

penggunaan tenaga kerja lokal harus dipertimbangkan”.61  

 

Gambar 4.4 

Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman yang Telah Diberi SK 

Penutupan Tahun 2017 – 2018 

 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 

                                                           
61Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman, 
Ibu Yantini S.Sos.,MPA 
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  Dari data diatas terdapat beberapa toko modern minimarket yang telah 

diberi SK penutupan pada tahun 2017 dan 2018. Ada sejumlah 5 Toko modern 

pada tahun 2018 yang ditutup sama seperti yang telah disampaikan ibu Yantini, 

S.Sos.,MPA sebelumnya. Ada beberapa alasan pelanggaran yang telah dilakukan 

para pelaku usaha. Alasan-alasan mengapa toko-toko modern seperti 1. Toko 

indomaret Bogem 2.alfamart kalongan 3.indomaret kaliurang km 6.8 4.alfamart 

sanggrahan 5. Indomaret brebah diberikan SK penutupan tanggal 14 maret 2018 

yaitu: 

1. Toko indomaret Bogem. Indomaret Kaliurang dan indomaret Brebah 

melanggar pasal 16 PERDA nomor 18 tahun 2012 tentang jarak toko 

modern dengan pasar tradisional jaraknya kurang dari 1000 meter dari 

pasar-pasar tradisional atau toko-toko tradisional milik rakyat. 

2. Karena toko-toko tersebut juga melanggar pasal 12 ayat 1  dan Pasal 14  

ayat 1 PERDA nomor 18 tahun 2012 tentang tata ruang dan aspek rasio 

cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani. 

3. Karena toko-toko tersebut juga melanggar melanggar Pasal 8 ayat 2 

PERDA Nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Modern yang berbunyi setiap izin usaha hanya berlaku untuk 1 

lokasi kegiatan, 1 pemilik dan 1 jenis kegiatan usaha. 

4. Toko alfamart kalongan melanggar pasal 5 ayat 1 PERDA nomor 18 tahun 

2012 tntang kewajiban memiliki surat izin usaha. Pemilik toko tersebut 
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tidak memiliki IUTM, selain itu jarak toko alfamart dengan pasar 

tradisional kurang dari 1000 meter. 

5. Toko alfamart sanggrahan melakukan pelanggaran Pasal 9 PERDA nomor 

18 tahun 2012 yang mewajibkan pemilik izin usaha wajib melakukan 

pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 ( lima ) tahun. Selain itu jarak 

dengan pasar tradisional kurang dari 1000 meter. 

Aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 4 

diatur sebagai berikut: 62 

NO Jenis Usaha Jarak 

1. supermarket, department store, 

hypermarket, dan grosir yang 

berbentuk perkulakan 

dari pasar paling dekat 1500 

m (seribu limaratus meter 

tradisional 

2. minimarket waralaba dan 

minimarket cabang  

 

paling dekat 1000 m (seribu 

meter) dari pasar tradisional 

 

 

  

  

                                                           
62 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern 
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Gambar 4.5 

Toko Modern Minimarket Cabang/Waralaba Tahun 2017 pada Aspek Jarak 

 

 

 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 

 

 Permasalahan yang ditemukan peneliti kebanyakan bahwa pelaku 

usaha toko modern lebih banyak ditemukan yaitu permasalahan aspek jarak. 

Selain itu permasalahan yang peneliti temukan  setiap izin usaha hanya berlaku 

untuk 1 lokasi kegiatan, 1 pemilik dan 1 jenis kegiatan usaha, namun 

kenyataannya lebih dari 1 lokasi kegiatan pemilik usaha. Pemerintah kabupaten 

Sleman membatasi kuota maksimal untuk toko-toko modern sejumlah 205 toko 

dan saat ini sudah mencapai 203 toko yang telah berkurang 5 menjadi 198,untuk 
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kelanjutanya dinas perdagangan dan perindustrian ada beberapa langkah untuk 

megatasi hal tersebut yaitu : 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil tindakan moratorium, jadi akan 

menjadi sangat selektif dan lebih ketat dalam memilih untuk memberikan 

izin usaha hanya kepada pemilik toko yang memenuhi persyaratan dan 

mau mematuhi semua peraturan dan tidak menganggu berlangsungnya 

toko tradisional dan pasar tradisional. 

2. Untuk toko-toko modern yang telah diberikan izin usaha tapi tidak 

memperjang izin usahanya setiap 5 tahun sesuai pasal 9 PERDA nomor 18 

tahun 2012 maka izin usahanya akan dicabut jika setalah diberikan 

peringatan tertulis tidak segera memperpanjang izinya. 

Kepada semua toko-toko modern yang melanggar peraturan dan 

ketentuan PERDA nomor 18 tahun 2012 maka setelah diberikan 

peringatan tertulis dan tetap tidak menanggapi surat peringatan maka akan 

diberikan SK penutupan. Ibu Yantini S.Sos.,MPA selaku Kepala Seksi 

Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman menyampaikan 

lebih lanjut dalam wawancara ketika ditanya terkait dengan bagaimana 

agar pengawasan perizinan berjalan dengan efektif, bahwa  

“Yang terutama dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan 

terhadap para pemilik toko modern dan para pelaku usaha yang 

mengembangkan bisnis retail, Pemda Sleman memberikan Pembinaan 

kepada toko modern setiap 4 bulan sekali, dengan didampingi tim ahli dan 

para akademis untuk membantu pemda sleman mengadakan pembinaan 

kepada para pemilik toko modern. Pembinaan ini  bertujuan agar semua 

pemilik toko modern taat dan patuh kepada peraturan di kabupaten 
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Sleman. Sementara ini, pemerintah lagi menyusun PERDA baru yang 

mengatur penyelenggaran pengawasan perizinan toko modern.” 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat 

Perbelanjaan Dan Toko Modern yang menegaskan bahwa:63 

1. Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 

b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi 

pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang. 

2. Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah 

dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan 

minimarket waralaba dan minimarket cabang, serta dilampirkan 

pada saat proses permohonan IUTM. 

 

               Pengawasan Preveventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

Pelanggaran. Untuk mencegah para pemilik toko modern untuk melanggar 

peraturan khususnya Perda nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan pusat 

perbelanjaan dan toko modern langkah nyata ini dilakukan dengan memberikan 

Pembinaan kepada para pemilik toko modern setiap 4 bulan sekali. Serta 

memberikan sosialisasi setiap 1 bulan sekali dan didampingi oleh tim ahli dan 

para akademisi. 

 

                                                           
63Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan 
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 
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               Pengawasan Represif bertujuan untuk mengentikan para pemilik toko 

modern yang melanggar peraturan. Dalam Pasal 23 Perda nomor 18 tahun 2012 

juga disebutkan akan memberikan sanksi administratif  seperti a.memberikan 

peringatan tertulis b.pembekuan sementara izin c.pencabutan izin d.penyegelan 

e.penutupan sementara f.penutupan tempat usaha. Untuk memberikan efek jera 

kepada Para pemilik toko modern yang melakukan pelanggaran maka 

diberlakukan pasal 26 ayat 1  Perda nomor 18 tahun 2012 yaitu ancaman pidana 

kurungan paling lama 3(tiga bulan) atau denda paling banyak Rp.50.000.000 ( 

lima puluh juta rupiah )64 

  

C. Hambatan Dalam Pengawasan Perizinan Toko Modern Di Kabupaten 

Sleman  

 Perizinan merupakan instrument pengendalian tangung jawab 

secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak 

melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik. Salah satu bentuk 

dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah perizinan yang 

bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang 

dilakukan oleh individu atau golongan.65Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan 

Toko Modern bertujuan untuk mendorong pengembangan industri dan 

usaha perdagangan dalam negeri, kelancaran distribusi barang, 

                                                           
64 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern 
65Sumarto Hetifa Sj, 2003, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, hlm 45. 
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pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, dan menjamin adanya 

kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina 

dan mengembangkan usaha perdagangan. Oleh karena itu, perlu adanya 

Izin Usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan (IUPP) dan toko 

modern (IUTM). Izin Usaha tersebut berfungsi sebagai sarana legalisasi 

usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan 

usaha. Dalam melakukan pengawasan perizinan terhadap toko modern di 

Kabupaten Sleman, tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan. 

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya Pengawasan Perizinan 

Toko Modern Di Kabupaten Sleman ditemukan.  

a. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemilik izin usaha toko 

modern masih melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti 

ketentuan yang telah diatur dalam Perda Sleman nomor 18 

tahun 2012 tentang Perizinan pusat perbelanjaan dan toko 

modern, seperti: 

1) Melakukan pelanggaran tentang batas jarak minimal, peraturan 

mengharuskan jarak paling dekat untuk supermarket dan 

departemen store  1500meter, dan jarak paling dekat untuk 

minimarket adalah 1000 meter. Pada fakta dilapangan banyak 

pemilik usaha yang melanggar ketentuan ini. 

2) Melakukan pelanggaran pasal 8 ayat 2 Perda Sleman nomor 18 

tahun 2012 yaitu setiap izin usaha berlaku untuk 1 lokasi 

kegiatan usaha, 1 pemilik dan 1 kegiatan usaha. Tapi fakta 
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dilapangan masih banyak pemilik usaha yang melanggarnya 

contoh PT indomarco Prismatama masih 1 pemilik namun 

memiliki 3 cabang yaitu indomaret bogem,  indomaret 

kaliurang km 6,5, indomaret brebah. 

3) Melakukan pelanggaran waktu operasional, prosedur yang 

benar adalah hari senin sampai jumat buka mulai pukul 07.00 

WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan untuk hari sabtu 

Buka mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 

WIB. Tetapi banyak alfamart dan indomaret yang melanggar 

ketentuan ini terutama alfamart dan indomaret yang berada di 

Kecamatan Depok 

b. Hambatan yang juga ditemui dalam pengawasan perizinan toko 

modern, sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Yantini S.Sos.,MPA 

saat diwawancara menyatakan :  

“Ketika izin dikeluarkan kepada toko modern, tentunya akan 

menyaingi toko-toko ritel lokal sehingga banyak yang tutup 

karena konsumen cenderung memilih toko yang bersih (toko 

modern)dan karena toko modern lebih profesional dalam 

melayani konsumen.” 

c. Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengawasi 

pengawasan perizinan toko modern dikabupaten Sleman baik 

secara kualitas maupun kuantitas hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

para pemilik toko modern dikabupaten Sleman. 
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d. Terbatasnya dana anggaran pemerintah untuk program 

pengawasan    perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di 

Kabupaten Sleman. Terbatasnya kualitas SDM yang bertugas 

mengawasi perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di 

Kabupaten Sleman. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yantini. 

S.Sos, MPA menyatakan :66 

“Lebih ditingkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya 

Manusia) baik secara kualitas maupun kuantitas dengan 

program-program pelatihan dan pendidikan. Pemda kabupaten 

Sleman diharapkan menyediakan anggaran yang cukup untuk 

pelaksanan Program-program pengawasan yang lebih efektif, 

Pemda Kabupaten Sleman juga harus melibatkan Pihak-Pihak 

lain seperti RT, RW, bahkan jika dirasa perlu bisa melibatakan 

pihak keamanan seperti security dan patroli Polisi agar 

Pengawasan perizinan toko modern di kabupaten Sleman dapat 

berjalan dengan baik dan tercapai tujuanya, Seandainya 

memang diperlukan revisi perda nomor 18 tahun 2012 tapi 

hanya point-point pentingnya saja agar pemilik toko-toko 

modern kesulitan untuk melanggar peraturan dan bagi pemilik 

toko-toko modern yang telah melakukan pelanggaran diberikan 

sanksi dan hukuman yang tegas agar lebih mempunyai efek 

jera.” 

 

 

 

 

                                                           
66 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Usaha Disperindag Kabupaten Sleman, 

Ibu Yantini S.Sos.,MPA 


